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UPAYA POLRES JAYAPURA KOTA DALAM 
MENANGANI DEMONSTRASI ANARKIS  




Abstrak : Upaya yang dilakukan Polres Jayapura Kota dalam menangani 
Demonstrasi anarkis yaitu menggunakan kekuatan dalam melaksanakan 
pengamanan pada setiap Demonstrasi Anarkis disesuaikan dengan 
eskalasi tindakan massa pendemo.  Serta Hambatan yang dihadapi 
adalah tidak adanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh massa 
pengunjuk rasa kepada pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk 
rasa, kurangnya koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat yang 
berada di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa 
pendemo, kerusuhan dalam demonstrasi yang telah direncanakan, tidak 
adanya perwakilan instansi yang bersedia menanggapi dan berbicara 
dengan massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan 
perintah dan larangan pimpinan/pengendali pengamanan di lapangan, 
kurangnya personil dan peralatan /perlengkapan pendukung dalam 
pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi. 
 
Kata Kunci : Penanganan, Polresta, Demonstrasi, Anarkis. 
 
PENDAHULUAN 
Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu hak 
asasi manusia yang di jamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 
dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kemerdekaan 
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penyampaian pendapat tersebut sejalan dengan Deklarasi Universal Hak-
Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “ Setiap orang berhak atas kebebasan 
mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk 
kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan 
untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat 
dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.  
Demontrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang 
dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sehingga setiap warga Negara 
bebas untuk menyampaikan pendapatnya, baik dalam bentuk unjuk rasa, 
mimbar bebas, pawai maupun rapat umum dimana hal dimaksud 
merupakan bagian dari kehidupan demokrasi liberal yang mulai 
berkembang sejak tahun 1998 setelah terjadinya reformasi. namun 
undang-undang ini juga mencantumkan tentang tata cara dan 
pembatasan penyampaian pendapat di muka umum sehingga 
pelaksanaan demontrasi atau unjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan 
perundang-undangan yang berlaku menimbulkan permasalahan dan 
pelanggaran hukum dan tak jarang demontrasi yang berlangsung 
menyebabkan terjadinya perbuatan anarkisme.  
Perwujudan kehendak warga Negara secara bebas dalam 
menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus 
tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik 
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infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau 
pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah 
dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum 
sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat 
menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. dengan demikian, 
maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum 
internasional.  
Penyampaian pendapat di muka umum yang diharapkan 
masyarakat adalah yang bersifat damai, tertib dan tidak mengganggu 
kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan/aktivitas lainnya. 
Setiap warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati aturan-aturan 
moral yang diakui umum, yaitu mentaati hukum dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan 
ketertiban umum dan menjaga keutuhan dan persatuan Bangsa.  
Beberapa bulan terkahir khususnya di Kota Jayapura maupun 
beberapa kabupaten lain terjadi aksi demonstrasi, ada yang berakhir 
kondusif namun ada juga yang berakhir anarkis. seperti yang terjadi di 
Waena Distrik Heram pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 lalu. 
terjadi demonstrasi yang berujung pada tindak anarkis yang dilakukan 
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oleh sekelompok masyarakat dari Pegunungan yang tergabung dalam 
organisasi yang bernama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang 
diketuai oleh saudara Buktar Tabuni. pada pelaksanaan demonstrasi 
tersebut pihak Kepolisian Resor Jayapura Kota melakukan tindakan 
hukum termasuk melakukan penangkapan kepada sejumlah tersangka 
dalam kerusuhan yang terjadi. adanya fenomena dari pelaksanaan 
demonstrasi tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan 
masyarakat. ada yang berpendapat bahwa demo adalah hak dari setiap 
warga Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang dan ada juga yang 
berpendapat bahwa demo yang melanggar harus ditindak tegas dengan 
proses hukum. 
Penguatan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Polri tercantum 
dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 
1945. Dalam Pasal 30 UUD 1945 disebutkan bahwa : “Polri bertanggung 
jawab terhadap masalah keamanan dan ketertiban masyarakat”, namun 
setelah amandemen ke II UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 30 bahwa : 
“Polri bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri (Kamdagri)”, 
hal ini membawa konsekwensi tugas Polri yang lebih luas, kompleks dan 
berat. Sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, peran Polri 
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inilah yang membawanya ikut serta menjadi penjaga demokrasi yang 
terus berkembang ditengah-tengah masyarakat.2  
Peran Polri yang sangat kompleks menjadikan Polri memiliki 
wilayah tugas yang sangat luas dan strategis, sehingga profesionalisme 
tugas Kepolisian harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. dapat 
dikatakan bahwa tugas Polri dimasa sekarang betul-betul harus bekerja 
keras selama 24 (dua puluh empat) jam untuk menjaga wilayahnya agar 
tetap aman, tertib dan kondusif. Masyarakat senantiasa menggantungkan 
kemanan dan kenyamanan hidupnya kepada Polisi baik dalam 
penanganan kriminalitas maupun dalam penanganan gangguan 
kamtibmas lainnya, sehingga Polri harus betul-betul dekat dengan 
masyarakat. sebagaimana dikutip oleh Mohammad Rois bahwa menurut 
Satjipto Raharjo mengatakan idealnya seorang Polisi adalah mereka-
mereka yang tidak jauh dari masyarakat”.3  
Tugas Polri bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, sisi 
pertama Polri harus bisa menampilkan sosok yang melindungi, 
mengayomi dan melayani masyarakat. pada sosok inilah Polri harus bisa 
menampilkan pribadi yang ramah, penuh salam dan sapa, humanis, 
mampu berkomunikasi dengan baik kepada seluruh komunitas dalam 
                                               
2Syarif Hidayat, Reformasi Birokrasi Polri, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 
2008. hlm.5  
3Mohahammad Rois, Polisi Antara di Cinta dan di Benci, Bid Humas Polda 
Papua, Jayapura, 2012. hlm.54  
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masyarakat, melaksanakan tugas dalam menjaga dan memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat.  
Keberhasilan penampilan sosok Polisi yang demikian akan 
melahirkan rasa kecintaan masyarakat kepada Polisi, masyarakat akan 
merindukan kehadiran Polisi ditengah–tengah mereka, masyarakat akan 
sangat dan mau melakukan konsultasi dalam berbagai masalah 
kamtibmas dan mencari jalan keluar terhadap pemecahan masalah. Pada 
sisi ini diperlukan Polisi yang mampu menampilkan sosok profesionalisme 
dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat dikatakan bahwa Polisi dicintai 
dan dirindukan kehadiran ditengah-tengah masyarakat. dalam kaitan 
dalam pengamanan pelaksanaan demontrasi atau unjuk rasa, Kepolisian 
harus mengambil langkah-langkah pengamanan sesuai dengan aturan 
perundang-undangan yang berlaku dimana apabila terjadi pelaksanaan 
demontrasi harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 
berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa 
dan apabila terjadi demontrasi anarkis maka pihak Kepolisian akan 
melakukan langkah-langkah penanggulangaan anarki sesuai dengan 
prosedur tetap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 sehingga tindakan kepolisian 
yang diambil tidak menyalahi prosedur hukum yang berlaku yang 
berdampak negatif pada Institusi Kepolisian. 
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Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua dan menjadi 
yang utama terhadap kelancaran jalannya roda prekonomian masyarakat 
dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Adanya gangguan keamanan 
dan ketertiban yang terjadi di dalam masyarakat dapat mengganggu 
aktifitas kehidupan sehingga berdampak pada kelancaran dan ketertiban 
jalannya roda kehidupan dan roda prekonomian seperti terjadinya 
demontrasi atau unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkisme yang 
dilakukan oleh massa pendemo baik terhadap masyarakat, terhadap 
asset-asset Pemerintah, terhadap harta benda milik orang lain, yang 
dapat menimbulkan konflik horizontal antara massa pendemo dengan 
masyarakat dan juga konflik secara vertikal dengan aparat Kepolisian 
sehingga membuat jajaran Polres Jayapura Kota mempunyai tugas yang 
lebih berat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota 
Jayapura dari adanya berbagai macam gangguan kamtibmas di wilayah 
hukum Polres Jayapura Kota khususnya terhadap pelaksanaan aksi 
demontrasi atau unjuk rasa yang berujung pada perbuatan anarkisme.  
Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga dalam penelitian ini 
akan dilalukan kajian terhadap upaya Polres Jayapura Kota dalam 
menangani Demonstrasi Anarkis di Kota Jayapura, serta hambatan-
hambatan yang dihadapi oleh Aparat Polres Jayapura Kota dalam 
menangani Demonstrasi Anarkis. 
 
 LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 2, JULI 2015 209 
 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.   
Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam 
menjamin kelangsungan hidup Negara dan merupakan syarat utama 
mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan 
beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memelihara 
keamanan dalam Negeri, peran yang paling utama adalah Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang memiliki ruang lingkup pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan serta saat ini telah terjadi perubahan 
paradigma tentang pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia 
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan 
fungsi masing-masing.4 
 
Fungsi dan Peran Kepolisian 
Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh : 
                                               
4Siswanto Sunarto, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2005. hlm.32  
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1)  Kepolisian Khusus; 
2)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau 
3)  Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta 
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia. Kepolisian juga merupakan alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
 
Pengendalian Massa (Dalmas) 
Menurut Moeljatno bahwa tantangan tugas Polri kedepan akan 
semakin kompleks khususnya terkait dengan masalah keamanan nasional 
dan ketertiban masyarakat. Hal ini seiring dengan perkembangan dan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas dan 
kuantitas kriminalitas sebagai dampak dari globalisasi, kurangnya 
lapangan kerja dan banyaknya pengangguran dan pelanggaran HAM dan 
aspek-aspek lain yang mempengaruhi, sehingga Polri perlu 
mempersiapkan strategi yang tepat dan akurat, untuk menghadapi 
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tantangan tersebut, upaya yang dilakukan Polri meliputi perubahan 
instrumental, struktural dan kultural.5  
Prosedur pengendalian massa oleh Satuan Dalmas menurut 
Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, diatur dalam Pasal 1 yang 
berbunyi : “Pengendalian massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh satuan-satuan Polri dalam rangka 
mengendalikan massa pengunjuk rasa.6  
Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan 
alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi 
kondisi massa masih tertib dan teratur atau disebut kondisi hijau. Dalmas 
lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat 
perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam kondisi massa sudah 
tidak tertib atau dalam kondisi kuning. pergantian atau lapis ganti adalah 
kegiatan perahlian kendali dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjut. 
lintas ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuan/kompi dalmas 
lanjut kepada satuan/kompi/detasemen penangulangan huru-hara. 
Kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat 
dimuka umum mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengaman, dan 
penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dimana 
                                               
5Moeljatno, Perbuatan Hukum Pidana Dan Pertanggung Jawaban Hukum 
Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993. hlm.22  
6Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa  
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menurut Pasal 18 huruf a bahwa : Penyelenggaraan pengamanan 
bertujuan untuk :7 
1) memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta 
penyampaiaan pendapat di muka umum; 
2) menjaga kebebasan penyampaian pennyampaian pendapat dari 
intervensi pihak lain; 
3) menjaga keamanan dan ketertiban umum. 
 
Dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dalam 
pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh Pejabat Kepolisian 
dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural 
dan dapat dipertanggung jawabkan. penindakan terhadap pelanggaran 
penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan 
menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang 
paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.  
 
Pengertian Demonstrasi 
Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau 
Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda 
jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan 
sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang untuk menunjukan cara kerja, cara pembuatan, 
                                               
7Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaran 
Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka 
Umum   
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maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika diteliti dari sudut 
pandang perdagangan maupun sains. akan tetapi jika menggunakan 
definisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang 
ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan maupun kritikan yaitu 
suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidak 
berpihakan dan ketidak setujuan melalui berbagai cara dan media dengan 
aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis mapun tidak 
tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh 
kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka 
mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan 
rakyat.  
Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang 
dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 
1 yang berbunyi : “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak 
setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, 
dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian pada 
Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau 
demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 
untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara 
demonstratif di muka umum. Kemudian Pasal 2 angka 1 menjelaskan 
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bahwa “setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok bebas 
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 
berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara 
dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Diantara tata 
caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan 
kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum unjukrasa dilakukan, 
mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa. 
koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu 
dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. hal ini dimaksudkan agar 
pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. kemudian 
undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan 
yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal 
yaitu : 
1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; 
2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; 
3) Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; 
5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.  
 
Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang 
membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum 
masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan 
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tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 
(HAM) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku oleh Aparat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 
Negeri, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas 
bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak 
berdasarkan atas kekuasaan (machfstaat)8. dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mengartikan perilaku sebagai aktifitas yang dilakukan manusia 
dengan motif dan tujuan tertentu. Perilaku yang dilakukan oleh manusia 
bisa dipengaruhi faktor dari dalam dan faktor dari luar diri manusia. Baik 
buruknya perilaku ditentukan oleh baik atau buruknya faktor yang 
mempengaruhinya. Baik buruknya perilaku juga dipengaruhi oleh kondisi 
fikiran seseorang ketika dia sedang menampilkan perilaku tersebut, 
sehingga perilaku manusia akan muncul sebagai hasil atau realisasi dari 
apa yang ada dalam fikiran manusia dengan motif dan tujuan tertentu.  
 
Upaya Polres Jayapura Kota Dalam Menangani Demonstrasi Anarkis. 
                                               
8C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, 2002. hlm.346 
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Beberapa bulan terkahir khususnya di Kota Jayapura maupun 
beberapa kabupaten lain terjadi aksi demonstrasi, ada yang berakhir 
kondusif namun ada juga yang berakhir anarkis. seperti yang terjadi di 
Waena Distrik Heram pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 lalu. 
terjadi demonstrasi yang berujung pada tindak anarkis yang dilakukan 
oleh sekelompok masyarakat dari Pegunungan yang tergabung dalam 
organisasi yang bernama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang 
diketuai oleh saudara Buktar Tabuni. pada pelaksanaan demonstrasi 
tersebut pihak Kepolisian Resor Jayapura Kota melakukan tindakan 
hukum termasuk melakukan penangkapan kepada sejumlah tersangka 
dalam kerusuhan yang terjadi. adanya fenomena dari pelaksanaan 
demonstrasi tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan 
masyarakat. ada yang berpendapat bahwa demo adalah hak dari setiap 
warga Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang dan ada juga yang 
berpendapat bahwa demo yang melanggar harus ditindak tegas dengan 
proses hukum. 
Salah satu contoh Aksi Demonstrasi anarkis yang dipimpin 
langsung oleh Ketua Komite Nasional Papua Barat Sdr.Buktar Tabuni 
tidak menerima adanya upaya aparat Polres Jayapura Kota yang hendak 
melakukan pembubaran terhadap para demonstrans sedangkan hal 
tersebut dilakukan oleh aparat karena aksi tersebut tidak mendapatkan 
izin dari pihak Polres Jayapura Kota sehingga para pendemo yang 
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melakukan aksi demo kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis 
dengan melempari rumah warga dan took-toko serta kendaraan yang 
melintas di tempat berlangsungnya aksi demonstrasi dan melakukan 
penganiayaan kepada masyarakat yang saat itu berada disekitar tempat 
terjadinya bentrokan antara massa pendemo dengan aparat Polres 
Jayapura Kota. dari pembubaran paksa yang dilakukan, aparat kepolisian 
menangkap dan mengamankan 7 (tujuh) orang aktivis KNPB dan dibawa 
ke Polres Jayapura Kota untuk dilakukan proses hukum. 
Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain 
yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku 
untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku 
kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, 
harta bendaa atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan 
tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.9 Penggunaan 
Kekuatan adalah segala penggunaan / pengerahan daya, potensi atau 
kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan 
Kepolisian.10 Dalam pelaksanaan Demonstrasi yang dilakukan oleh 
Komite Nasional Papua Barat bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah 
dilaksanakan dimana para pendemo telah melakukan tindakan-tindakan 
                                               
9Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam 
Tindakan Kepolisian  
10Ibid  
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anarkis yang mengancam terhadap keselamatan harta benda bahkan jiwa 
orang lain sehingga dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi 
tersebut, pihak Polres Jayapura Kota telah melakukan upaya 
pengamanan terhadap adanya demonstrasi anarkis yang terjadi dengan 
melaksanakan tahapan-tahapan penanggulangan anarki sesuai dengan 
Prosedur Tetap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010.  
 
 
Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Jayapura Kota dalam 
menangani Demonstrasi Anarkis. 
 
Penyelenggaraan tugas pokok Polri sebagai alat Negara penegak 
hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, Pembina 
ketentraman dan pembimbing masyarakat, dilaksanakan oleh seluruh 
kekuatan Polri dengan lingkup tugas bidang pembinaan dan operasional 
yang saling mendukung untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan 
tugas. Dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi anarkis yang 
terjadi di Kota Jayapura, aparat Kepolisian Resor Jayapura Kota selaku 
pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban 
masyarakat menemui beberapa hambatan-hambatan di lapangan dan tak 
jarang bentrokan terjadi antara massa pendemo dengan aparat yang 
bertugas di lapangan, adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang 
dihadapi aparat Polres Jayapura Kota dalam menangani Demonstrasi 
anarkis yaitu : 
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1. Massa pengunjuk rasa tidak memberitahukan melalui surat kepada 
pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk rasa. 
salah satu kendala yang dihadapi jajaran Polres Jayapura Kota dalam 
pelaksanaan aksi demonstrasi adalah tidak adanya pemberitahuan 
yang disampaikan melalui surat ke Polres Jayapura Kota, sehingga 
pihak Kepolisian mengetahuinya sewaktu unjuk rasa berlangsung 
sehingga mengakibatkan jumlah personil Dalmas selaku satuan 
pengamaanan terdepan tidak seimbang dengan jumlah pengunjuk 
rasa sehingga menyebabkan aksi demo tersebut sulit untuk 
dibubarkan ditambah dengan adanya perbuatan massa pendemo yang 
telah mengganggu ketertiban umum atau telah melebihi batas waktu 
yang telah ditimbulkan sehingga menimbulkan aksi anarkis.    
2. Kurangnya koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat Polres 
Jayapura Kota yang berada di lapangan. 
Tidak adanya koordinasi yang terjalin antara pihak pengunjuk rasa 
dengan aparat Polres Jayapura Kota menjadi salah satu penyebab 
terjadinya perbuatan anarkis dalam setiap pelaksanaan demonstrasi 
oleh pihak KNPB, koordinasi yang dilakukan antara pengunjuk rasa 
dengan aparat keamanan bukan hanaya dilakukan sebelum terjadinya 
kegiatan demo, tetapi juga harus dilakukan pada saat kegiatan 
berlangsung, namun pada kenyataannya di lapangan sering 
koordinataor demo atau penanggung jawabnya tidak mengindahkan 
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bahkan acuh dan tidak kooperatif kepada petugas kepolisian yang ada 
di lapangan sehingga sering menimbulkan gesekan antara pendemo 
dengan anggota Dalmas sebagai satuan terdepan yang melaksanakan 
tugas pengamanan aksi demosntrasi.    
3. Adanya provokator yang menyusup ke dalam massa pendemo. 
Dalam pelaksanaan aksi demonstrasi, ada pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk membuat aksi demonstrasi berjalan tidak tertib 
bahkan berkeinginan membuat suasana anarkis sehngga terjadi 
bentrokan fisik, baik antara massa pendemo dengan masyarakat atau 
massa pendemo dengan pihak kepolisian yang melaksanakan tugas 
pengamanan. provokator ini bertujuan untu membuat situasi kacau 
sehingga terjadi bentrokan atau aksi anarkis lainnya sehingga 
membuat situasi tidak terkendali sehingga menimbulkan kerugian baik 
kerugian materil bahkan jatuhnya korban jiwa dari pihak masyarakat 
dan juga dari aparat kepolisian.   
4. Kerusuhan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan. 
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan anarkis 
dalam aksi demonstrasi adalah adanya perencanaan untuk melakukan 
kerusuhan, hal ini sering dilakukan oleh pihak KNPB dalam setiap aksi 
demo yang dilakukan, seperti yang pernah terjadi di Perumnas III 
Waena dan depan Saga Malll Abepura dimana adanya kerusuhan 
yang telah direncanakan 
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5. Tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara 
dengan massa pendemo. 
Pelaksanaan aksi demontrasi ke Instansi Pemerintah seperti di Kantor 
Gubernur Provinssi Papua, Kantor DPR Provinsi Papua maupun 
kantor Instansi pemerintah lainnya sering terjadi aksi anarkis 
disebabkan oleh karena tidak adanya perwakilan dari Pemerintah yang 
bersedia menemui, berbicara ataupun menanggapi keinginan, 
pendapat atau aspirasi yang disampaikan oleh pihak demonstran, 
sehingga menyebabkan massa pendemo bersikap anarkis dengan 
melempari gedung/kantor pemerintahan dan melakukan pengrusakan 
terhadap fasilitas kantor dan kendaraan yang berada di sekitar kantor 
tersebut. 
5. Sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan 
Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan.    
Sikap petugas yang berada dilapangan dalam melakukan 
pengamanan aksi demonstrasi sering tidak menghiraukan perintah 
yang diberikan oleh pimpinan atau pengendali pengamanan yang 
disebabkan oleh adanya sikap emosi yang timbul atau adanya sikap 
arogansi anggota yang terpancing oleh perilaku massa yang 
melakukan tindakan kekerasan sehingga berbuat diluar prosedur tetap 
yang sudah ditetapkan dalam hal pengendalian demonstrasi anarkis, 
sikap arogansi yang biasa dilakukan oleh petugas di lapangan yaitu 
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melakukan pemukulan terhadap massa pendemo dan melakukan 
penembakan yang memancing situasi di lapangan yang awalnya 
demosntrasi berjalan aman dan lancer hingga beribah menjadi demo 
anarkis yang tidak terkendali sehingga merugikan aparat kepolisian 
yang berada di lapangan.  
6. Kurangnya Personil dan peralatan / perlengkapan pendukung dalam 
pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi. 
Kurangnya peralatan/perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan 
pengamanan aksi demonstrasi menjadi salah satu hambatan yang 
dihadapi aparat Polres Jayapura Kota. kurangnya perlengkapan 
pendukung seperti tidak adanya kendaraan taktis jenis Air Water 
Canon (AWC) yang digunakan untuk mengusir massa dengan 
tembakan air ke arah demonstran dimana kendaraan ini hanya ada di 
Polda Papua dan Brimobda sehingga dalam hal penaganan 
demonstrasi anarkis yang bersifat kontijengsi yang memerlukan 
penanganan sesegera mungkin karena terjadinya tindak anarkis, 
jajaran Polres Jayapura Kota sulit untuk mengendalikan, ditambah 
dengan jumlah personil Polres Jayapura Kota pada umumnya dan 
khususnya personil Dalmas yang sedikit menjadi hambatan dalam 
proses pengamanan aksi demonstrasi anarkis. menurut peronil 
Dalmas Polres Jayapura Kota Brigadir Andi bahwa kurangnya personil 
Dalmas Polres Jayapura Kota yang berjumlah hanya sekitar 20 (dua 
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puluh) personil dalam setiap Pleton Dalmas menjadi kendala dalam 
melakukan pengamanan, ditambah dengan adanya beberapa aksi 
demontrasi yang berlangsung di berbagai tempat di Kota Jayapura 
menyebabkan personil Dalmas dipecah menjadi beberapa personil 
agar dapat melaksanakan pengamanan terhadap semua aksi 
demonstrasi yang berlangsung, hal ini menyebabkan jumlah personil 
Dalmas yang melaksanakan pengamanan tidak seimbang dengan 
jumlah massa pendemo dan apabila terjadi tindak anarkis dari massa 
pendemo menyebabkan anggota Dalmas yang berada di lapangan 
sulit untuk mengendalikan bahkan membubarkan aksi demo tersebut 
dan bahkan anggota Dalmas dilapangan sulit menjaga keamanan dan 
keselamatan masyarakat bahkan keselamatan jiwa dari personil 
Dalmas itu sendiri.  
Kepolisian Resor Jayapura Kota telah melakukan upaya-upaya 
dalam menangani terjadinya demonstrasi anarkis, baik dalam tataran 
pembenahan instrument maupun dalam tatanan operasional untuk 
meredam adanya tindakan anarkis dari setiap aksi demonstrasi yang 
terjadi, meskipun secara prosedural pengamanan, Kepolisian telah 
didukung dengan aturan-aturan tentang pengendalian massa seperti 
Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendaian 
Massa dan Prosedur Tetap Kapolri Nomor : PROTAP/1/X/2010 tentang 
Penanggulangan Anarki, namun dalam setiap pelaksanaan pengamanan 
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yang dilakukan masih terdapat hambatan-hambatan yang ditemui oleh 
personil dilapangan, tentunya hal ini menjadi tugas bersama antara pihak 
Pemerintah maupun aparat Kepolisian untuk mencari dan menemukan 
solusi terhadap setiap hambatan tersebut sehingga dalam pelaksanaan 
pengamanan demonstrasi anarkis yang terjadi, dapat dilakukan langkah-
langkah yang tepat, cepat, akurat dalam mengendalikan massa dengan 
didukung dengan jumlah personil yang memadai dan perlengkapan 
pendukung lainnya agar keamanan, ketertiban, keselamatan masyarajat 
secara umum dan keamanan anggota kepolisian di lapangan dapat 




  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam 
bab pendahuluan, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Upaya yang dilakukan Polres Jayapura Kota dalam menangani 
Demonstrasi anarkis yang terjadi di Kota Jayapura adalah dengan 
melibatkan personil yang terdiri dari Satuan Sabhara unit Dalmas dan 
Patmor, Lalu Lintas, Binmas, Intelkam, Reskrim dan Provost, dan 
dalam pengamanan aksi demosntrasi anarkis yang terjadi, aparat 
Polres Jayapura Kota mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 16 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Prosedur Tetap 
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Kapolri Nomor : PROTAP/I/X/2010 tentang Penaggulangaan Anarki, 
dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan 
Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dimana penggunaan kekuatan 
dalam melaksanakan pengamanan pada setiap Demonstrasi Anarkis 
disesuaikan dengan eskalasi tindakan massa pendemo.   
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Jayapura Kota dalam 
menangani Demonstrasi yang menyebabkan terjadinya aksi Anarkis 
adalah tidak adanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh 
massa pengunjuk rasa kepada pihak Kepolisian bahwa akan 
melakukan unjuk rasa, kurangnya koordinasi  
antara pengunjuk rasa dengan aparat Polres Jayapura Kota yang 
berada di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam 
massa pendemo, kerusuhan dalam demonstrasi yang telah 
direncanakan, tidak adanya perwakilan instansi yang bersedia 
menanggapi dan berbicara dengan massa pendemo, sikap petugas 
yang tidak mengindahkan perintah dan larangan pimpinan/pengendali 
pengamanan di lapangan, kurangnya personil dan peralatan 
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